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ABSTRAK 
 
Nama   : Syarief Muhammad  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul   : Analisis Ketentuan-Ketentuan Terkait Penerimaan Hibah  

 Pemerintah Pusat 
 

Penelitian ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan terkait penerimaan hibah 
yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. 
Penerimaan hibah terhadap total pendapatan negara dan hibah tidak terlalu 
signifikan. Namun demikian, tetap perlu dikelola dengan cermat, untuk dapat 
mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisa deskriptif. Hasil penelitian 
menyarankan bahwa masih ada ketentuan yang masih harus diperbaiki. Laporan 
atas penerimaan dana hibah dan pengeluarannya telah lebih transparan dan 
akuntabel, hal ini dilihat dari hampir sebagian besar data hibah pada periode 2006 
sampai dengan 2010 yang belum dilaporkan dalam LKPP telah dapat dijelaskan 
dengan trend peningkatan data hibah yang teridentifikasi setiap periode pelaporan. 

 
Kata Kunci :  
Laporan keuangan, ketentuan hibah, penerimaan hibah 
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ABSTRACT 
 
Name   : Syarief Muhammad  
Program  : Master of Accounting   
Title   : Analysis of Regulations of Government Grant Revenue 
 
 
The focus of this study is regulations of government grant revenue in Indonesia 
described in statute, regulations issued by government and regulations issued by 
ministry. Grants receipt is not significant compare to total revenue, still it requires 
a good administration in order to realize a more organized, accountable and 
transparent management. This research is qualitative descriptive interpretive. The 
result shows that government grant regulations should improve some term and 
policy in grant. Report shows that grant revenue and disbursement had identified 
the unreported grant in central government financial statement during fiscal year 
2006 to 2010.  
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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia menerima 

sejumlah hibah dari negara-negara maju, utamanya dari negara-negara donor 

pemberi pinjaman (hutang). Hibah ini diterima dalam berbagai bentuk seperti 

dana segar valuta asing, barang ataupun tenaga ahli (jasa) dan juga untuk 

membiayai berbagai kegiatan. 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited), data 

penerimaan negara yang bersumber dari hibah pada tahun 2006 adalah sebesar 

Rp1.834,05 miliar, tahun 2007 sebesar Rp1.697,75 miliar, tahun 2008 sebesar 

Rp2.304,01 miliar, tahun 2009 sebesar Rp1.666,64 miliar dan tahun 2010 sebesar 

Rp3.022,99 miliar. (tabel 1.1.) 

Tabel 1.1.  
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 

(dalam miliar rupiah) 
Uraian Realisasi 

2006 
Realisasi 

2007 
Realisasi 

2008 
Realisasi 

2009 
Realisasi 

2010 
Pendapatan Negara 
dan Hibah 637.987,14 707.806,09 981.609,43 848.763,24 995.271,51 
Penerimaan 
Perpajakan 409.203,02 490.988,63 658.700,79 619.922,17 723.306,67 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 226.950,07 215.119,71 320.604,63 227.174,42 268.941,86 
Penerimaan Hibah 1.834,05 1.697,75 2.304,01 1.666,64 3.022,99 
Sumber: LKPP (audited) 2006 - 2010 

Sementara untuk belanja hibah pada laporan tersebut realisasinya hanya 

pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp70,01 miliar di dalam komponen belanja 

pemerintah pusat sebesar Rp697.406,38 miliar. 

Dari data dalam tabel 1.1 terlihat secara persentase penerimaan hibah 

terhadap total pendapatan negara dan hibah tidak terlalu signifikan yaitu hanya 

sebesar 0,29% pada tahun 2006, 0,24% pada tahun 2007, 0,23% pada tahun 2008, 

0,20% pada tahun 2009 dan 0,30% pada tahun 2010. Namun demikian, kecilnya 

persentase penerimaan hibah tersebut tetap perlu dikelola dengan cermat. 

Pengelolaan atas penerimaan hibah perlu dikelola karena mengandung 
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konsekuensi yang tidak ringan. Menurut Todaro dalam bukunya Economic 

Development (2000:194), tidak jarang dana hibah pada akhirnya kembali ke 

negara pemberi hibah, karena adanya persyaratan-persyaratan bahwa dana 

tersebut digunakan untuk membeli barang-barang asal negara pemberi atau 

memanfaatkan tenaga-tenaga ahli asal negara pemberi hibah. Kondisi ini juga 

disebut sebagai “disillusionment grant”, yaitu tampaknya saja secara nominal 

hibah yang diterima cukup besar padahal tidak terlalu efektif. 

Adanya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti 

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 

nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya, 

membawa konsekuensi berubahnya penyelenggaraan administrasi keuangan 

pemerintah yang cukup signifikan.  

Salah satu usaha untuk mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan 

pertangungjawaban keuangan Pemerintah. Perubahan mendasar diantaranya 

diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 huruf g yang 

menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna 

anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya 

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Tugas tersebut juga secara 

berurutan harus dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya sampai dengan para 

pemimpin satuan kerja.  

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan 

alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah, namun juga merupakan indikator 

kredibilitas pemerintah sebagai cermin dari transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas 

bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban. 
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Pengelolaan hibah sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah telah diatur secara khusus dalam beberapa peraturan antara lain 

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman 

luar negeri dan penerimaan hibah, peraturan menteri keuangan nomor 151 tahun 

2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, 

peraturan menteri keuangan nomor 171 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta peraturan menteri keuangan nomor 

230 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan-peraturan tersebut 

mengatur hibah yang diterima negara. Sementara untuk hibah yang dikelola oleh 

pemerintah daerah telah dikeluarkan beberapa peraturan antara lain Peraturan 

Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, Peraturan 

Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 tentang Tata cara Pemberian 

Hibah kepada Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut diharapkan 

pengelolaan atas hibah baik penerimaan hibah dan belanja hibah dapat dikelola 

dengan cermat sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dalam 

rangka pengelolaan hibah ini, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Utang (DJPU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

466/PMK.01/2006 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Keuangan. 

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 

2011, DJPU telah menerbitkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah. 

Berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 

2011 yang dipublikasikan perkembangan penyerapan dana hibah, berturut-turut 

tahun 2007 sebesar USD 264.9 juta, tahun 2008 sebesar USD 239.1 juta, tahun 

2009 sebesar USD 535.3 juta, tahun 2010 sebesar USD 355.8 juta, dan tahun 2011 

sebesar USD 281.0 juta. (Tabel 1.2.) 
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Tabel 1.2. 
Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (Disbursement) Selama Lima Tahun 
Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD 

(dalam jutaan) 

No. Uraian Penyerapan Dana 
(Disbursement) 

(1) (2) (3) 
1. Tahun 2007 264.9 
2. Tahun 2008 239.1 
3. Tahun 2009 535.3 
4. Tahun 2010 355.8 
5. Tahun 2011 281.0 
 Jumlah 1,676.4

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 
2011 (Bab IX Laporan Data Hibah)  

Berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV 

Tahun 2011 diuraikan juga rincian hibah yang bersumber dari donor negara-

negara secara bilateral sebanyak 555 hibah dengan nilai USD 4,869.7 juta, dari 

donor multilateral sebanyak 752 hibah dengan nilai USD 3,761.4 juta, dari 

multidonor sebanyak 4 hibah dengan nilai USD 60.8 juta, dan dari pemberi hibah 

dalam negeri sebanyak 725 hibah dengan nilai USD 131.6 juta. Jumlah perjanjian 

hibah sampai dengan akhir Desember 2011 terdapat sebanyak 2.036 hibah dengan 

nilai sebesar USD 8,823.5 juta. (Tabel 1.3.) 

Tabel 1.3. 
Komposisi Penandatanganan Hibah (Original Commitment) Keadaan Per           
31 Desember 2011 

(dalam jutaan) 

No. Uraian Jumlah 
Grant 

Grant Amount 
(Dalam USD) 

(1) (2) (3) (4) 
1. Bilateral 555 4,869.7 
2. Lembaga Multilateral  752 3,761.4 
3. Multi Donor 4 60.8 
4. Hibah Dari Dalam Negeri 725 131.6 

 Jumlah 2,036 8,823.5 
Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 
2011 (Bab IX Laporan Data Hibah) 

Dari laporan tersebut juga dijelaskan data yang dilaporkan semata-mata 

berdasarkan data yang tercatat pada DMFAS serta dijelaskan mengenai hambatan 

dalam pelaporan hibah tersebut, antara lain masih banyak hibah yang 
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ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah 

(Donors) yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, adanya hibah 

yang diterima oleh Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency yang tidak 

diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada DJPU, masih terdapat 

beberapa Kementerian/Lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan 

laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 

kepada Kementerian Keuangan, hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh 

Pemberi Hibah (Donors) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan 

sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU, Pemberi Hibah (Donors) 

yang tidak menyampaikan dokumen Notice of Disbursement (NoD) kepada 

Kementerian Keuangan. Notice of Disbursement ini merupakan dokumen yang 

dijadikan data sumber pencatatan aliran atau transfer dana dari Pemberi Hibah 

kepada Pemerintah Indonesia. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat Tahun 2010 yang dilakukan oleh BPK juga menyebutkan bahwa 

penerimaan hibah langsung oleh Kementerian/Lembaga masih dikelola di luar 

mekanisme APBN. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam 

penulisan karya akhir ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah gambaran kebijakan pemerintah terkait penerimaan hibah? 

2.  Apakah hibah yang diterima dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga 

telah diadministrasikan dengan tertib? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah melakukan 

analisis untuk:  

1.  Menelusuri peraturan-peraturan terkait hibah dan berikut tata cara 

pengelolaan atau penatausahaannya. 

2.  Mengidentifikasi besarnya hibah yang diterima oleh pemerintah pada 5 tahun 

belakangan dan pemberi hibahnya. 

3.  Melakukan analisis atas penatausahaan penerimaan hibah yang diterima oleh 

Kementerian/Lembaga.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.  Penulis dapat memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai hibah di 

Indonesia. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan terkait hibah dalam 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. 

3. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mendesain 

ketentuan terkait hibah terutama hibah yang diterima langsung oleh 

Kementerian/Lembaga. 

4. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi literature tentang hibah dan menjadi rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan karya 

akhir ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat 

melihat masalah secara mendalam sehingga cara pandang, kebijakan yang diambil 

untuk merumuskan, mengukur dan mengevaluasi di masa yang akan datang akan 

lebih baik dari yang sebelumnya, permasalahannya serta memberikan alternatif 

pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menjelaskan pokok 

permasalahannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari 

permasalahan yang diteliti. 

Metodologi pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan 

yang dilakukan untuk memperoleh referensi tentang peraturan-peraturan, jurnal, 

paper, artikel dan buku yang berkaitan dengan hibah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitan dan sistematika penulisan dalam 

melakukan penelitian ini. 
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Bab II Telaah Literatur Tentang Hibah 

Dalam bab ini akan disampaikan tinjauan teoritis serta data-data yang 

memperkuat teori-teori. Akan dijelaskan pula hasil-hasil kajian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti dan penulis terdahulu yang berhubungan dengan 

hibah. 

Bab III Pelaksanaan Hibah Di Indonesia 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan hibah di Indonesia 

selama ini. Dalam bab ini akan membahas peraturan-peraturan yang berlaku saat 

ini. Pembahasan kedua adalah berisi hasil identifikasi besarnya hibah yang 

diterima oleh pemerintah terutama dalam 5 tahun terakhir (2007-2011). 

Bab IV Analisis 

Membahas dan menganalisa ketentuan-ketentuan terkait hibah di 

Indonesia. 

Bab V Kesimpulan Dan Rekomendasi 

Memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut diatas, 

serta kelemahan dari penelitian dan masukan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB 3  

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH DI INDONESIA 
 

3.1. Gambaran Umum Ketentuan Terkait Hibah di Indonesia 

Ketentuan yang mengatur hibah pemerintah Indonesia terdapat dalam 

beberapa tingkat landasan hukum. Landasan hukum yang mengatur ataupun yang 

berkenaan dengan hibah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain tertuang 

dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam 

Undang-undang tentang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, mengatur hibah 

dalam hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Sementara dalam Undang-

undang terkait Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004, yang juga merujuk 

pada undang-undang sebelumnya, kembali menegaskan hibah pemerintah pusat 

kepada Pemda, BUMN/BUMD dan lembaga asing. Undang-undang nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hibah dalam hubungan 

keuangan antara pemerintahan dan pemerintah daerah serta antar pemerintahan 

daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur hibah yang berasal dari 

pemerintah negara asing, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan. 

Di bawah undang-undang terdapat peraturan pemerintah. Dalam 

penelitian ini, peraturan pemerintah yang dibahas mencakup Peraturan Pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mencakup 

hibah secara umum, baik pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah nomor 10 

tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 

Hibah. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah 

mengatur hibah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah 

dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur hibah terkait pendapatan hibah dan 

belanja hibah.  

Pengaturan lain terdapat pada peraturan menteri yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 151 tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau 

Hibah Luar Negeri, merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011. 
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Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan nomor 

230 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 52 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah. 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 tentang Hibah Daerah. 

Sementara peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri terkait hibah 

antara lain PMDN nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Secara umum peraturan-peraturan tersebut terbagi menjadi peraturan 

yang mengatur hibah pemerintah pusat dan hibah dalam pemerintah daerah. 

Peraturan yang mengatur hibah pada pemerintah pusat secara berjenjang diatur 

dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Peraturan Pemerintah nomor 10 

tahun 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2011, Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 230 tahun 2011. Sementara untuk pemerintah daerah secara berjenjang 

diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 

tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah 

nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006, 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008, PMDN nomor 13 tahun 

2006. Peraturan yang mengatur hibah yang berlaku baik untuk pemerintah pusat 

maupun daerah juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Keterkaitan antar regulasi yang 

mengatur mengenai hibah lebih lanjut, dapat digambarkan secara lebih jelas dalam 

gambar 3.1. menurut tingkatan dasar hukumnya dalam peraturan perundangan di 

Indonesia.  
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Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 

kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut 

fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan 

keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja 

negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan 

belanja lain-lain. 

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan 

keuangan negara, diatur juga ketentuan mengenai hubungan keuangan antara 

pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut antara 

lain meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara 

pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan 

badan pengelola dana masyarakat.  

Dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat 

memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah dan berlaku juga 

sebaliknya. Pemerintah Pusat juga dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau 

menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing, di mana pinjaman 

tersebut dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara ataupun 

Perusahaan Daerah. Pemerintah juga wajib menyampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah 

ditandatangani.  

Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan 

daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan 

bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada 

dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat 

persetujuan DPR/DPRD. 

3.1.2. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara 

Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara diatur mengenai pengelolaan piutang bahwa Pemerintah Pusat dapat 

memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik 
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Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan 

dalam undang-undang tentang APBN. Pemerintah Pusat juga dapat memberikan 

pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang 

tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Tata cara pemberian 

pinjaman atau hibah tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. 

Ketentuan dalam pengelolaan utang menyebutkan bahwa Menteri 

Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri 

Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari 

dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Utang/hibah tersebut dapat 

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Biaya berkenan 

dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada anggaran Belanja 

Negara/Daerah. Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang 

berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau 

hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

Dalam bagian lain, yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum 

wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran 

serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta 

laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa 

layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. Badan Layanan 

Umum juga dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan 

lain. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja 

Badan Layanan Umum yang bersangkutan. 

3.1.3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 

Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah diatur mengenai pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  
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Hubungan  dalam bidang  keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan 

daerah antara lain pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, 

pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan pemberian 

pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang 

keuangan antar pemerintahan daerah antara lain bagi hasil pajak dan nonpajak 

antara pemerintahan daerah provinsi dan. pemerintahan daerah kabupaten/kota, 

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, 

pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah dan pinjaman dan/atau hibah 

antar pemerintahan daerah.  

Dalam bagian lain, yang mengatur mengenai keuangan daerah diuraikan 

komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah 

terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh 

pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana 

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan 

bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. 

3.1.4. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini didalamnya juga mengatur 

hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, 

badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau 

perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang 

dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 

kembali. Salah satu pokok-pokok muatan dalam undang undang ini adalah 

penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat, penyempurnaan persyaratan 

dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah, pengaturan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, penegasan pengaturan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah, dan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas 

dipertegas dengan pemberian sanksi. 
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan hibah adalah 

Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga 

asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau 

perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, 

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.  

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dalam 

menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat 

mempengaruhi kebijakan Daerah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar 

negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar 

negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh 

Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah dituangkan dalam suatu naskah 

perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah (Pemerintah selaku pihak 

yang menerushibahkan kepada Daerah). Hibah yang diterima oleh Daerah antara 

lain dapat digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan 

layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah. Tata cara pemberian, 

penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. APBD terdiri atas 

anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Semua 

Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang 

sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD. Anggaran 

belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis 

belanja. Rincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 

perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian Belanja Daerah menurut fungsi 

antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, 

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, 

agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.Rincian Belanja Daerah menurut 

jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja 

barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 

  

Analisis ketentuan..., Syarief Muhammad, FE UI, 2012



36 
 

 

Universitas Indonesia 

3.1.5. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 

Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 yang dimaksud 

dengan Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap 

penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, 

jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu 

dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pemberi Hibah 

adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan 

Hibah kepada Pemerintah. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai 

Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen 

perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian 

Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian 

Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara 

Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen 

perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian Penerusan Hibah 

adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang 

dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah. Perjanjian Hibah 

yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian 

Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan 

penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau 

dokumen lain yang dipersamakan. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang 

selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai 

dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. 

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip  

transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan 

politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 

Negara. 

Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima 

Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman Luar Negeri 

tersebut dapat diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan. Hibah juga dapat 

diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN. 
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Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai defisit APBN, 

membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, mengelola portofolio utang,  

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah, diteruspinjamkan kepada BUMN; 

dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat 

meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri tersebut 

kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Kementerian/Lembaga dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang 

dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan 

berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman 

Luar Negeri. Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga tersebut termasuk kegiatan 

yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal 

Kementerian/Lembaga akan mengusulkan pinjaman luar negeri untuk penyertaan 

modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan. 

Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dari 

Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana 

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri. 

Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan 

dilaksanakan oleh Menteri. Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang 

dihibahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut diajukan oleh Menteri/Pimpinan 

Lembaga teknis terkait kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dari 

Menteri Dalam Negeri. Menteri melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas 

usulan Pinjaman Luar Negeri. Dalam melakukan penilaian Menteri 

memperhatikan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar 

kembali, batas maksimal kumulatif utang, persyaratan dan risiko penerusan 

pinjaman dan kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21, Menteri menetapkan Pinjaman Luar Negeri yang akan 

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN dan dihibahkan kepada 

Pemerintah Daerah. Penetapan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan 

perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 
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Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan, dituangkan dalam Perjanjian 

Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan 

dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Penerusan 

Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri memuat paling 

sedikit jumlah, peruntukan, hak dan kewajiban dan ketentuan dan persyaratan 

yang mengacu pada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Penerusan 

Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa 

dan Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN. Perjanjian Hibah Pinjaman 

Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan 

Gubernur, Bupati/Walikota. 

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga. Menteri menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman 

Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN atau 

dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara. 

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk 

membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga. Hibah tersebut 

dilaksanakan sebagai bagian dari APBN. Hibah yang diterima Pemerintah dalam 

bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau 

rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari Penerimaan APBN. 

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan 

dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Hibah yang diterima 

Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat 

serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai 

dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat 

serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk 

uang untuk membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian. Ketentuan mengenai 

Dana Perwalian diatur dengan Peraturan Presiden. 
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Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas Hibah yang 

direncanakan dan/atau Hibah langsung. Hibah yang direncanakan adalah Hibah 

yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Hibah langsung adalah Hibah 

yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 

Hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah dalam negeri 

berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam 

negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan 

kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga lainnya dan 

perorangan. Hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, 

lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan 

melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan 

perorangan. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional 

dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. 

Perencanaan Penerimaan Hibah yang Direncanakan, Menteri 

Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang 

bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana kegiatan jangka 

menengah dan tahunan mencakup rencana pemanfaatan Hibah dan DRKH. 

Rencana pemanfaatan Hibah memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan 

Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional. DRKH 

memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi 

pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH digunakan sebagai salah satu bahan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. 

Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai 

dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan. Menteri Perencanaan melakukan 

penilaian usulan kegiatan dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan 

rencana pemanfaatan Hibah. Hasil penilaian dituangkan dalam DRKH dan 

disampaikan kepada Menteri. Berdasarkan DRKH, Menteri mengusulkan kegiatan 

yang dibiayai dengan Hibah kepada calon Pemberi Hibah. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian 

kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan. 
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Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari 

Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. 

Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan 

bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut. 

Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah 

Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, 

dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan 

penandatanganan Perjanjian Hibah. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan, 

Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat 

memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah. 

Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau 

dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN 

sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri 

yang diterushibahkan dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang 

ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau 

Bupati/Walikota. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan 

dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri 

atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi 

BUMN. Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah paling 

sedikit memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Kementerian 

Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan 

Perjanjian Pinjaman Hibah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi 

terkait lainnya. Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada 

Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD. Hibah dan/atau 

Pinjaman Hibah kepada BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah.  

Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau 

pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan/atau 

Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya. Perundingan Hibah langsung 

dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.  

Perjanjian Hibah yang direncanakan ditandatangani oleh Menteri atau 

pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat 
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jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Menteri menyampaikan 

salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan 

instansi terkait lainnya. Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian 

Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal Menteri menganggap perlu untuk 

dilakukan perubahan, terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari 

Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah dan/atau terdapat usulan perubahan 

dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah. Pengajuan usulan perubahan 

dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan. 

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan 

penandatanganan Perjanjian Hibah langsung. Perjanjian Hibah paling sedikit 

memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Menteri/Pimpinan 

Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani 

kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait lainnya. 

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah 

kepada Pemberi Hibah. Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah, 

Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahan 

Perjanjian Hibah kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi 

terkait lainnya. Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh Pemberi 

Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada 

Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya. 

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah 

sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk 

dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Hibah dalam 

bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah 

Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri 

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Hibah dalam bentuk barang/jasa 

dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hibah dalam bentuk surat berharga 

dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada 

saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
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Kementerian/Lembaga pelaksana Kegiatan wajib menyediakan dana 

pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah. Pemerintah 

Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, 

dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, 

dan Perjanjian Pinjaman Hibah. Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai 

dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 

Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan 

anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan 

usulan kepada Menteri. Hibah tersebut diusulkan oleh Menteri dalam perubahan 

APBN. 

Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai 

kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan 

anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan 

mekanisme APBN. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat 

dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut 

dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme 

APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban 

pelaksanaan Hibah diatur dalam Peraturan Menteri.  

Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan 

dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Umum Negara, pembayaran langsung, 

rekening khusus, letter of credit (L/C) atau pembiayaan pendahuluan. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri. 

3.1.6. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana 

perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang 

ditetapkan pemerintah. Hibah sebagaimana dimaksud merupakan bantuan berupa 

uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, 

daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi 
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kebijakan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah tersebut diatur dalam 

peraturan perundangan tersendiri. 

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan 

kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan 

dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut 

fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi 

fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan 

pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan 

umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan 

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan serta 

perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan 

disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 

hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Hibah digunakan untuk 

menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penganggaran 

dalam APBD untuk setiap jenis belanja, berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. 

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat 

dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Komisi, rabat, potongan atau 

penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai 

dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, 

hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, 

jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada 

bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya 

merupakan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang 

harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset 
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daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. BLUD dapat memperoleh hibah 

atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.  

3.1.7. Peraturan Pemerintah tentang Hibah kepada Daerah 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada 

daerah disebutkan bahwa prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem 

yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber pendanaan penyelenggaraan asas 

Desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan. Salah satu komponen Lain-lain 

Pendapatan yang dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 sebagai bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah adalah hibah. 

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

pemerintah dalam/luar negeri, badan/lembaga dalam/luar negeri atau 

perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak 

mengikat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. Pemberian hibah dapat berupa 

dana, barang maupun jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Hibah adalah 

Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga 

asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau 

perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, 

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali. Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian 

hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah 

Daerah. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah 

naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri 

Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah. 

Hibah bersumber dari Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri. Hibah dari 

Dalam Negeri bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, 
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Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau Kelompok 

masyarakat/perorangan. Hibah dari luar negeri bersumber dari Bilateral, 

Multilateral dan/atau Donor lainnya. Hibah bilateral adalah hibah yang berasal 

dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang 

ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan 

pemberian hibah. Hibah multilateral adalah hibah yang berasal dari lembaga 

multilateral. Donor lainnya adalah badan/lembaga/organisasi/kelompok 

masyarakat/perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan 

multilateral. 

Hibah diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu antara lain 

kemampuan keuangan daerah, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau 

internasional didaerah, kemampuan daerah untuk melaksanakan fungsi 

pemerintahan dan pelayanan dasar umum. Kriteria diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian 

Negara/Lembaga terkait. Hibah daerah yang berasal dari dalam negeri dituangkan 

dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. Hibah yang 

bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang 

ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah tersebut 

diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Daerah. Penerusan Hibah 

dituangkan dalam NPPH.  

Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri mensyaratkan 

adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah wajib menyediakannya. Dana 

pendamping adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk pelaksanaan penerimaan hibah. Dana pendamping dapat berupa uang, 

barang, maupun jasa yang dikelola dalam APBD. Dalam hal dana pendamping 

berupa uang, maka besarannya didasarkan pada peta kapasitas fiskal Daerah. 

Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri mensyaratkan adanya 

kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah wajib 

menyediakannya. kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat berupa dana 

pendamping, barang dan jasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyaluran hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 
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Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat, dan 

harus digunakan sesuai dengan persyaratan didalam NPHD dan/atau NPPH. Yang 

dimaksud tidak mengikat adalah tidak mengikat secara politis baik Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi kebijakan daerah. 

Yang dimaksud secara politis antara lain tidak bertentangan dengan ideologi 

negara. 

Bentuk hibah berupa Uang, Barang dan/atau Jasa. Hibah dalam bentuk 

uang dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga. Hibah dalam bentuk 

barang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang dimaksud 

dengan barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor. Yang 

dimaksud dengan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan 

bangunan. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, 

pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya. 

Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan 

layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah. Penggunaan hibah 

untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. Hibah dari Pemerintah dan 

hibah dari Luar Negeri dikelola melalui mekanisme APBN dan APBD. 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku pada APBD. Pertanggungjawaban hibah dalam 

bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan 

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

3.1.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2007 yang 

dimaksud dengan Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) 

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi 

operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta 

penerimaan hibah. SA-UP&H merupakan subsistem dari SA-BUN. SA-UP&H 

menghasilkan Laporan realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga  utang, 

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta Neraca. SA-UP&H 
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dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN. 

Laporan tersebut dikirimkan ke UABUN.  

Transaksi pengelolaan utang terdiri dari Pembayaran bunga utang dalam 

dan luar negeri, Pembayaran cicilan utang luar negeri, Pembayaran cicilan utang 

dalam negeri, Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan utang dalam negeri dan 

Penerimaan hibah. 

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 

merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada 

Kementerian Negara/Lembaga dan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran 

APP. Transaksi keuangan pusat adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh 

BUN yang merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak 

dilakukan pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengecualian atas transaksi 

keuangan dapat dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan pihak lain atas 

Belanja Lain-lain dan Transfer Lainnya. Transaksi keuangan BAPP terdiri dari : 

a.  Belanja Subsidi  

b.  Belanja Transfer Lainnya  

c.  Belanja Lain-lain  

d.  Transfer kepada Pemerintah Daerah  

1.  Belanja Dana Perimbangan  

2.  Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian  

e.  Pengelolaan Utang  

1.  Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri  

2.  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri  

3.  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri  

4.  Penerimaan Pembiayaan  

5.  Penerimaan Hibah  

f.  Belanja Penerusan Pinjaman  

g.  Belanja Penyertaan Modal Negara  

h.  Belanja Penerusan Pinjaman sebagai Hibah  

i.  Belanja Penerusan Hibah  
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j.  Transaksi Khusus  

1.  Pengeluaran Kerjasama Internasional  

2.  Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional  

3.  Pengeluaran Koreksi dan Pengembalian  

4.  Pembayaran Jasa Perbendaharaan  

5.  Pembayaran PFK  

6.  Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan 

BAPP dan Kementerian Negara/Lembaga serta pihak lain yang 

menggunakan anggaran yang bersumber dari BAPP berupa Belanja Lain-lain dan  

Belanja Transfer Lainnya wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan 

laporan keuangan.  

3.1.9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan 

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2011 yang 

dimaksud dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disingkat 

PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah 

Luar Negeri, selanjutnya disebut Pemberi PHLN, adalah kreditor yang 

memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah 

yang berasal dari luar negeri. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis 

mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.  

Prinsip penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan 

sesuai mekanisme APBN. Realisasi penarikan jumlah atau bagian dari jumlah 

PHLN dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. 

Dalam hal penarikan jumlah atau bagian dari jumlah PHLN melebihi alokasi 

anggaran dalam DIPA, maka PA/KPA mengajukan usulan revisi DIPA sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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3.1.10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 yang 

dimaksud dengan Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH 

adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan 

data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi 

hibah pemerintah.  

Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat 

dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari 

pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri 

atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat 

manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L 

atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 

Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang 

diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak 

melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus 

dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang 

memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat. 

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk 

uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah 

lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus.  

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah 

akuntansi untuk Pendapatan Hibah dan akuntansi untuk Belanja Hibah. Klasifikasi 

hibah dapat dibedakan menurut bentuk, mekanisme pencairan, dan sumber hibah.  

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau 

pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Pendapatan Hibah dalam bentuk 

barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU. 

Pengembalian Pendapatan Hibah pada periode penerimaan, dibukukan sebagai 

pengurang pendapatan. Pengembalian Pendapatan Hibah atas penerimaan tahun 

anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana. Pendapatan Hibah 
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dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Pendapatan 

Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah 

yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga. Dalam hal 

nilai nominal Pendapatan Hibah, UAKPA penerima hibah dapat melakukan 

estimasi nilai wajarnya. Pendapatan Hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto 

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. 

Belanja Hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran 

kas. Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang, jasa dan surat 

berharga, diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang/jasa/surat 

berharga yang akan dihibahkan. Dalam hal penyerahan barang, jasa, dan surat 

berharga diperoleh bukan dari Belanja Hibah, penyerahan tersebut tidak diakui 

sebagai Belanja Hibah. Penerimaan kembali Belanja Hibah yang terjadi pada 

periode pengeluaran Belanja Hibah, dibukukan sebagai pengurang Belanja Hibah 

pada periode yang sama. Penerimaan kembali Belanja Hibah atas Belanja Hibah 

periode tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.  

Belanja Hibah dalam bentuk uang, dicatat sebesar nilai nominal pada saat 

terjadi pengeluaran hibah. Belanja Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan surat 

berharga, dicatat sebesar nilai nominal perolehan barang, jasa, dan surat berharga 

yang dihibahkan. Atas hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa/surat 

berharga yang langsung diterushibahkan, diakui adanya Pendapatan Hibah dan 

Belanja Hibah pada saat yang sama dengan nilai yang sama. Pengakuan 

Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui 

pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Atas hibah yang langsung 

diterushibahkan, Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat sebesar nilai 

nominal barang/jasa/surat berharga. Dalam hal nilai nominal tidak diketahui, 

UAKPA Belanja Hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya. 

Realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dinyatakan dalam mata 

uang Rupiah. Dalam hal realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dalam 

mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan 

menggunakan kurs transaksi. Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Hibah. Belanja yang 

bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah dan 
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belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran K/L. Pengeluaran pembiayaan untuk 

pengesahan surat berharga dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran BUN Pengelola Investasi Pemerintah.  

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan 

akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L. 

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih 

terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca K/L dan 

merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Aset yang diperoleh dari 

Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L. Aset yang 

diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk surat berharga disajikan dalam 

Neraca BUN Pengelola Investasi Pemerintah. 

Belanja Hibah dalam bentuk barang/surat berharga yang sampai dengan 

akhir tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah, disajikan dalam 

Neraca BUN Pengelola Hibah. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat 

berharga dan belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja 

modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, pengeluaran 

pembiayaan untuk pengesahan surat berharga, tidak dibukukan dalam Laporan 

Arus Kas. 

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi 

pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan, disajikan pada 

CaLK. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja 

Hibah menurut organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran 

Belanja. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, K/L penerima hibah mencatat 

realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan 

persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari 

hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah 

dalam CaLK. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, UAP-BUN Pengelola 

Investasi Pemerintah mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk 

pengesahan surat berharga dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK. 
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3.1.11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah Daerah 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 yang 

dimaksud dengan Hibah adalah pemberian sukarela dengan pengalihan hak atas 

sesuatu. Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada 

Pernerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah Luar 

Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa 

yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang 

diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. 

Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pemerintah 

suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non 

keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan 

melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang 

memberikan hibah kepada Pemerintah. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, 

yang selanjutnya disingkat NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain 

yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan PHLN. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, 

yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber 

dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya 

dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam 

negeri dengan Kepala Daerah. Naskah Perjanjian penerusan Hibah, yang 

selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman luar 

negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. 

Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah. 

Hibah Daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari 

Pemerintah Daerah. Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hibah 

kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 

lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau Kelompok 

masyarakat/perorangan dalam negeri. Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari 

Pendapatan APBN, Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri. Hibah 

dapat bersumber dari Pemerintah negara asing, Badan/lembaga asing, 

Badan/lembaga internasional dan/atau Donor lainnya. 
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Hibah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hibah dikelola dan dilaksanakan dalam 

mekanisme APBN pada BAPP. Hibah adalah hibah dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi 

swasta dalam negeri, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. 

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dikelola dan dilaksanakan 

dalam mekanisme APBD dan APBN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau 

Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dikelola dan dilaksanakan dalam 

mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah merupakan penerimaan Pemerintah. Hibah 

dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 

kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah 

dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hibah 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta 

kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hibah bersifat 

bantuan untuk melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan 

kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga terkait. 

Pemantauan hibah kepada pemerintah daerah, Pemerintah Daerah 

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada 

Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kementerian 

Negara/Lembaga terkait. Laporan tersebut disampaikan setiap triwulan. Menteri 

Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga 

terkait dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan 

dalam NPHD atau NPPH. 

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah, 

Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau 
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Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. Penyaluran hibah berupa uang 

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan pemindahbukuan 

dari RKUD ke RKUN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa 

barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

3.1.12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah 

kepada Daerah 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 ini yang 

dimaksud dengan hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah 

negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, 

badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah 

maupun  barang dan atau jasa, termasuk tenaga  ahli dan pelatihan yang tidak 

perlu dibayar kembali. Pemberi Hibah Luar Negeri adalah lembaga multilateral,  

pemerintah suatu negara asing, lembaga keuangan  dan lembaga non keuangan 

asing yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 

Hibah kepada daerah bersumber dari pendapatan dalam negeri, pinjaman 

luar negeri dan/atau hibah luar negeri. Hibah sebagaimana dimaksud berbentuk 

uang, barang dan/atau jasa. Uang dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat 

berharga. Barang dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, 

kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, 

dan bangunan. Jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian 

dan jasa lainnya. 

Prinsip  pemberian hibah kepada Daerah  bersifat bantuan untuk 

menunjang  program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan 

Pemerintah serta merupakan urusan daerah. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang 

bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan 

Pemerintah  atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal 

Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah  

diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal Hibah kepada Daerah  

yang bersumber dari  Hibah luar negeri, kegiatannya dapat  diusulkan oleh  

Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah.  

Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan 
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Lembaga terkait. Pemberian Hibah kepada Daerah sejalan dengan  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).  Apabila dipersyaratkan dalam 

NPHD/NPPH  untuk menyediakan dana pendamping, Hibah diberikan kepada 

Daerah yang  bersedia menyediakan dana pendamping. Hibah diberikan kepada 

Daerah dalam kerangka  hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah.  

Hibah diberikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kinerja 

pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi  Hibah yang pernah diterima dan/atau 

kegiatan sejenis yang  telah dilaksanakan oleh Daerah. Hibah yang bersumber dari 

pinjaman luar negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung 

yang menjadi kewajiban Daerah, yang meliputi antara lain: kegiatan administrasi 

proyek, penyiapan kegiatan fisik, perjalanan dinas, penyediaan/pematangan lahan, 

monitoring dan evaluasi, pengawasan, sebagai dana pendamping suatu kegiatan 

dan kegiatan sejenis lainnya.                     

Dalam hal Daerah menerima Hibah yang sumbernya selain dari 

Pemerintah, maka pemberi Hibah dan Daerah menuangkan penerimaan Hibah 

dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penerimaan Hibah 

sebagaimana dimaksud bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat secara 

politis dan selaras dengan RPJMD. Salinan perjanjian Hibah disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian 

Negara/Lembaga terkait.  

Penerimaan Hibah oleh Daerah dikelola dan dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel. Penerimaan Hibah oleh Daerah dicatat sebagai 

pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD. 

Penerimaan Hibah dalam bentuk  barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga 

perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut. Penerimaan 

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan Hibah 

dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat 

sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima dari Hibah diakui 

dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.  

Penerimaan Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang 

dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi 
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penerimaan Hibah dan penerusannya ke daerah diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Dalam hal  Hibah tidak termasuk dalam perencanaan Hibah 

pada tahun anggaran berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan.  

Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan  yang terkait dengan Hibah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan  perundangan yang berlaku tentang sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah. Daerah melaporkan realisasi fisik, 

penyerapan dana, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta perkembangan 

penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran dan  

Perimbangan Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Jenderal 

Anggaran  dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan 

pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam 

rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam NPHD dan NPPH.  

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, daerah penerima Hibah wajib 

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari 

Hibah kepada  Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, 

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan 

Kementerian/Lembaga terkait. Laporan disampaikan setiap triwulan. Dalam hal 

Daerah melakukan pengelolaan Hibah menyimpang dari ketentuan sebagaimana 

ditetapkan dalam NPPD atau NPPH, maka seluruh kegiatan penyaluran Hibah 

dapat dihentikan.  

3.1.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Dalam peraturan ini Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari 

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 

pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, balk dalam bentuk 

devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan 

yang tidak perlu dibayar kembali. 

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 

bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah 
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lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan 

apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan 

wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam 

peraturan perundangundangan. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat 

dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi 

pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.  

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila 

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna 

memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk 

barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahan daerah 

bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah 

kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada 

badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah.  

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus 

menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 

naskah perjanjian hibah daerah. Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai 

dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan 

kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok 

masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan 

bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya 

dan wajib enyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada 
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kepala daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 

3.2. Laporan Data Hibah 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 sebagai 

pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 serta untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan pengelolaan hibah telah 

mempublikasikan informasi mengenai hibah yang meliputi kebijakan tentang 

hibah, jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang hibah, sumber dan penerima 

hibah serta jenis hibah. 

Laporan data hibah yang disajikan dalam Bab IX Laporan Perkembangan 

Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 menjelaskan belum 

memungkinkannya laporan tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan 

informasi secara komprehensif dengan alasan tidak lengkapnya dokumen dan data 

yang tersedia di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolalaan Utang.  

Belum efektifnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan 

pengelolaan hibah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:  

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang baru terbentuk pada akhir tahun 2006 

yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 

Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Keuangan, yang secara nyata baru efektif beroperasi pada awal tahun 2007,  

b. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 

sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

2011. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain:  

1) Sampai saat ini masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh 

Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah (Donors) yang belum 

dilaporkan kepada Kementerian Keuangan,  

2) Adanya hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga selaku Executing 

Agency yang tidak diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada 

DJPU,  
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3) Masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga penerima hibah yang belum 

menyampaikan laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 2011 kepada Kementerian Keuangan.  

c. Banyaknya hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemberi Hibah 

(Donors) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sehingga tidak 

dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU,  

d. Masih banyaknya Pemberi Hibah (Donors) yang tidak menyampaikan 

dokumen Notice of Disbursement (NoD) kepada Kementerian Keuangan. 

Notice of Disbursement ini merupakan dokumen yang dijadikan data sumber 

pencatatan aliran atau transfer dana dari Pemberi Hibah kepada Pemerintah 

Indonesia.  

Untuk memenuhi amanat pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 2011, laporan triwulan IV tahun 2011 tersebut menyajikan data hibah 

dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:  

a. Data yang dilaporkan, semata-mata berdasarkan data yang tercatat dalam 

DMFAS,  

b. Dalam bentuk rekapitulasi atau aggregate, disajikan laporan, antara lain:  

1) Nilai kumulatif hibah yang ditantadangani (original commitment) dari tahun 

1970-an sampai keadaan terakhir,  

2) Nilai kumulatif hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah, dirinci (break 

down) per kelompok Pemberi Hibah (Donors),  

3) Perkembangan penyerapan atau penarikan dana hibah selama lima tahun 

terakhir.  

c. Untuk jumlah atau banyaknya hibah dilaporkan berdasarkan Grant Id yang 

tercatat dalam DMFAS,  

d. Terhadap berbagai mata uang sesuai yang tercantum dalam Grant Agreement 

dikonversikan ke dalam mata uang USD berdasarkan kurs tengah (kurs 

laporan) Bank Indonesia yaitu pada setiap akhir periode. Hal ini berlaku sesuai 

dengan penerapan kurs pada laporan pinjaman luar negeri.  

Berdasarkan data yang tercatat dalam DMFAS, secara aggregate data 

hibah disajikan dalam tiga bentuk laporan, yaitu: a) Penandatangan hibah 

berdasarkan denominasi mata uang, b) Penandatanganan hibah berdasarkan 

Analisis ketentuan..., Syarief Muhammad, FE UI, 2012



sumber at

lima tahun

Tabel 3.1.
Lima Tahu

Sumber: L

Tabel 
Selama

 Sumber: L

tau pemberi

n terakhir. 

 Perkemban
un Terakhir

Laporan Per

3.2. Perkem
a Lima Tahu

Laporan Pe

i hibah, dan

ngan Penand
r Berdasarka

rkembangan

mbangan P
un Terakhir

rkembangan

 

n c) Perkem

datanganan
an Dan Dal

n Pinjaman 

Penandatang
r Berdasarka

n Pinjaman

mbangan pen

n Hibah (Ori
lam Denom

dan Hibah T

ganan Hiba
an Denomin

n dan Hibah 

nyerapan da

iginal Comm
inasi Mata U

Triwulan IV

ah (Origina
nasi Mata U

Triwulan IV

Universita

ata hibah se

mitment) Se
Uang 

(dalam ju

V Tahun 20

al Commitm
Uang USD 

(dalam ju

V Tahun 20

60 
 

as Indonesi

elama 

elama 

utaan) 

11  

ment) 

utaan) 

011  

a 

Analisis ketentuan..., Syarief Muhammad, FE UI, 2012



T

telah ditan

tahun 200

sebanyak 

398 hibah

dengan nil

Tabel 3
Kompo
Status K

 Sumber: L

Tabel 3.1. da

ndatangani 

07 sebanyak

246 hibah, 

h. Sehingga

lai USD 8.8

3.3.  
osisi Penand
Keadaan Pe

Laporan Pe

an 3.2. men

sebanyak 7

k 91 hibah

tahun 2010

a sampai d

823,5 juta. 

datanganan 
er 31 Desem

rkembangan
 

nunjukkan b

726 perjanj

h, tahun 20

0 sebanyak

dengan 31

Hibah (Ori
mber 2011 

n Pinjaman

bahwa samp

jian hibah 

008 sebany

k 462 hibah

Desember 

iginal Comm

n dan Hibah 

pai dengan a

dan diikuti

ak 113 hib

h, dan tahun

2011 terca

mitment) Be

Triwulan IV

Universita

akhir tahun 

i masing-m

bah, tahun 

n 2011 seba

atat 2.036 

erdasarkan G

(dalam ju

V Tahun 20

61 
 

as Indonesi

2006 

masing 

2009 

anyak 

hibah 

Grant 

utaan) 

011  

a 

Analisis ketentuan..., Syarief Muhammad, FE UI, 2012



62 
 

 

Universitas Indonesia 

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa hibah berstatus active sebanyak 1.237 

hibah senilai USD 4,794.6 juta, berstatus fully disbursed sebanyak 779 hibah 

senilai USD 3,961.8 juta, dan berstatus full cancellation sebanyak 20 hibah senilai 

USD 67.2 juta. 

Tabel 3.4. 
Komposisi Penandatanganan Hibah (Original Commitment) Berdasarkan 
Negara /Lembaga Pemberi Hibah Keadaan Per 31 Desember 2011 

(dalam jutaan) 

No. Nama Negara/Lembaga Multilateral Mata 
Uang 

Jumlah 
Grant 

Grant Amount 
Dalam Mata 

Uang 
Dalam 
USD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A. NAMA NEGARA DONOR     

1 Canada  CAD 19 194.2  190.2 
  IDR 1 800.0  0.1 
2 Commonwealth Of Australia  AUD 92 1,130.6  1,147.4 
  IDR 16 37,918.6  4.2 
  USD 4 21.3  21.3 
3 Germany Fed.Rep.  EUR 70 328.3  425.1 
  USD 4 0.4  0.4 
4 Japan  IDR 19 19,029.7  2.1 
  JPY 123 97,048.0  1,250.0 
  SGD 1 6.2  4.8 
  USD 20 645.1  645.1 
5 Kingdom Of Belgium  EUR 1 0.3  0.4 
  USD 2 9.5  9.5 
6 Kingdom Of Brunei Darussalam  USD 1 10.6  10.6 
7 Kingdom Of Denmark  DKK 7 226.3  39.4 
  USD 3 2.3  2.3 
8 Kingdom Of Netherlands  EUR 13 28.0  36.3 
  IDR 2 135,510.0  14.9 
  USD 4 48.2  48.2 
9 Kingdom Of Norway  IDR 1 480.2  0.1 
  NOK 8 65.1  10.9 
  USD 1 0.0  0.0 

10 Kingdom Of Spain  EUR 1 0.4  0.5 
11 Kingdom Of Sweden  SEK 5 40.6  5.9 
  USD 1 0.0  0.0 

12 Mexico  USD 1 0.1  0.1 
13 New Zealand  IDR 4 2,935.4  0.3 
  NZD 1  1.0 

14 People's Republic Of China  CNY 5 122.1  19.4 
  IDR 1 1,800.0  0.2 
  USD 1 0.1  0.1 

15 Philippines  EUR 1 0.0  0.0 
16 Republic Of China (Taiwan)  USD 1 2.0  2.0 
17 Republic Of Finland  EUR 1 4.0  5.2 
  USD 1 0.1  0.1 

18 Republic Of France  EUR 23 16.7  21.6 
  IDR 1 128.4  0.0 
  USD 2 0.4  0.4 

19 Republic Of India  IDR 1 8,138.7  0.9 
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No. Nama Negara/Lembaga Multilateral Mata 
Uang 

Jumlah 
Grant 

Grant Amount 
Dalam Mata 

Uang 
Dalam 
USD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
20 Republic Of Korea  KRW 4 2,882.6  2.5 
  USD 20 34.8  34.8 

21 Singapore  IDR 2 101.0  0.0 
  USD 2 2.1  2.1 

22 Switzerland  CHF 2 18.7  19.8 
  USD 1 0.2  0.2 

23 Turkey  USD 1 0.0  0.0 
24 United Kingdom  GBP 8 32.8  50.5 
  IDR 1 379.9  0.0 
  USD 2 4.0  4.0 

25 United States Of America  AUD 1 210.0  213.1 
  IDR 7 3,888.5  0.4 
  USD 41 621.7  621.7 
 SUB TOTAL  555 -  4,869.7 
B. LEMBAGA MULTILATERAL      
26 A D B  IDR 1 76.8  0.0 
  USD 134 534.2  534.2 

27 I B R D  AUD 2 38.5  39.1 
  EUR 16 121.9  157.8 
  GBP 1 6.5  10.0 
  IDR 1 9,999.9  1.1 
  JPY 31 3,492.7  45.0 
  SDR 6 22.5  34.4 
  USD 207 679.5  679.5 

28 I D A  AUD 1 11.1  11.3 
  USD 13 460.3  460.3 

29 I D B  ACU 6 1.3  1.9 
  USD 1 0.3  0.3 

30 I F A D  SDR 2 0.6  0.9 
  USD 1 0.1  0.1 

31 Lembaga Multilateral Lainnya  AUD 4 0.4  0.4 
  EUR 28 452.0  585.1 
  IDR 54 106,991.8  11.8 
  JPY 1 9.5  0.1 
  USD 242 1,188.0  1,188.0 
 SUB TOTAL  752 -  3,761.4 

C. MULTI DONOR     
32 Multi Donor  IDR 4 551,574.3  60.8 
 SUB TOTAL  4 -  60.8 

D. HIBAH DARI DALAM NEGERI     
33 Republic Of Indonesia  IDR 725 1,193,112.0  131.6 

 SUB TOTAL  725  131.6 
 TOTAL  2,036  8,823.5 

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 
2011  

Sementara itu berdasarkan tabel 3.4. menunjukkan bahwa hibah yang 

bersumber dari donor negara-negara secara bilateral sebanyak 555 hibah dengan 

nilai USD 4,869.7 juta, dari donor multilateral sebanyak 752 hibah dengan nilai 
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Berdasarkan tabel 3.5. dan 3.6. serta Notice of Disbursement (NoD) yang 

diterima dan telah dicatat dalam DMFAS, dilaporkan perkembangan penyerapan 

dana hibah, berturut-turut tahun 2007 sebesar USD 264.9 juta, tahun 2008 sebesar 

USD 239.1 juta, tahun 2009 sebesar USD 535.3 juta, tahun 2010 sebesar USD 

355.8 juta, dan tahun 2011 sebesar USD 281.0 juta. 
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BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hibah Pemerintah Indonesia telah diatur secara berjenjang dalam setiap 

tingkatan regulasi, yaitu dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri. Dalam setiap tingkatan tersebut telah mengatur hibah 

baik definisi hibah, bentuk hibah, sumber hibah dan klasifikasi hibah dalam 

laporan keuangan. Dari analisis terhadap peraturan-peraturan dijumpai 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait definisi yang diatur 

dalam peraturan tersebut. Secara definisi hibah telah didefinisikan dengan 

tepat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 bahwa hibah 

terdiri dari pendapatan hibah dan belanja hibah. 

2. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) telah 

mempublikasikan informasi mengenai hibah secara berkala (bulanan dan 

triwulanan) dalam bentuk Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah. 

Tingkat penerimaan hibah Pemerintah Indonesia untuk periode 2007 – 2011 

berkisar antara USD 239,1 juta sampai USD 535,3 juta dengan jumlah 

perjanjian hibah sampai dengan akhir Desember 2011 sebanyak 2.036 hibah 

dengan nilai sebesar USD 8.823,5 juta. Dari laporan tersebut dapat 

tergambar bahwa laporan atas penerimaan dana hibah dan pengeluarannya 

telah lebih transparan dan akuntabel, hal ini dilihat dari hampir sebagian 

besar data hibah pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang belum 

dilaporkan dalam LKPP telah dapat dijelaskan dengan trend peningkatan 

data hibah yang teridentifikasi setiap periode pelaporan. 

3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 belum efektif 

karena masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh 

kementerian/lembaga dengan pemberi hibah belum dilaporkan kepada 

kementerian keuangan, adanya hibah yang tidak diajukan permintaan 

penerbitan nomor register kepada DJPU dan beberapa kementerian/lembaga 

penerima hibah belum menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Selain itu 
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dijumpai juga kondisi dimana hibah dari masyarakat atau perorangan yang 

bila mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah ini 

menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga masih banyak hibah yang tidak 

dilakukan pencatatannya dalam laporan keuangan. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan ke depan adalah:  

1. Pemerintah harus terus menelaah kebijakan-kebijakan terkait dengan hibah, 

antara lain mekanisme revisi atas DIPA Kementerian/Lembaga penerima 

hibah untuk mencantumkan hibah langsung yang diterima dan memastikan 

hibah yang diterima dapat terintegrasi dalam siklus penganggaran. 

2. Pemerintah juga perlu membahas suatu mekanisme, dimana pemerintah 

dapat memperoleh laporan realisasi kegiatan hibah langsung dari pemberi 

hibah atau pelaksana kegiatan hibah dapat langsung menyampaikan laporan 

kinerja dan keuangan kegiatan hibah kepada pemerintah, sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang membatasinya menjadi 

penelitian yang sempurna. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Hibah yang menjadi pembahasan dalam penelitian hanya mencakup hibah 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, 

peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri dalam negeri. 

2. Laporan keuangan yang menjadi tinjauan dalam penelitian menggunakan 

tahun pelaporan sampai dengan 2010 saja, hal ini dikarenakan laporan 

tersebut yang terbaru yang dapat diakses, sementara Laporan Keuangan 

2011 belum tersedia secara lengkap. 
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Lampiran 1 
 
ODA Grant to Indonesia Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD 
(Database Creditor Reporting System OECD) 

 (dalam jutaan) 
No. Donor 2006 2007 2008 2009 2010 

A. DAC Countries, Total 1.535,052 1.103,077 1.461,076 1.323,160 1.513,156 

1. Australia 190,117 87,284 827,126 533,221 709,851 

2. Austria 1,415  0,572  0,655 4,280  0,690 

3. Belgium 10,694 1,622 2,934 2,604 7,529 

4. Canada 110,076 39,212 23,329 44,762 15,514 

5. Denmark 5,997 47,973  0,000 22,498 7,420 

6. Finland 3,616 2,352 1,635 7,498 2,532 

7. France 19,959 34,559 12,019 10,964 7,579 

8. Germany 208,881 155,710 120,845 139,319 125,015 

9. Greece  0,571  0,092  0,048  0,084  0,072 

10. Ireland  0,641  0,409  0,084 1,186  0,000 

11. Italy 1,312 5,336  0,267  0,991  0,519 

12. Japan 283,832 133,193 101,822 114,758 180,212 

13. Korea 23,992 24,113 21,186 16,635 18,441 

14. Luxembourg 1,186  0,655  0,313  0,500  0,487 

15. Netherlands 183,692 270,806 132,689 120,011 51,313 

16. New Zealand 10,265 19,568 6,455 5,447 11,319 

17. Norway 10,859 17,989 6,459 13,382 51,605 

18. Portugal 2,256  0,006  0,092  0,045  0,001 

19. Spain 7,515 3,623 8,284 5,413 1,409 

20. Sweden 12,155 24,185 2,238 10,078 6,841 

21. Switzerland 3,181 1,642 1,249 16,323 7,134 

22. United Kingdom 97,141 13,967 5,510 48,213 18,612 

23. United States 345,698 218,210 185,834 204,950 289,061 

B. Multilateral, Total 273,234 131,874 94,052 402,347 176,992 

1. EU Institutions 216,637 60,012 39,128 215,579 104,968 

2. GAVI  0,000 8,898 9,062 1,852  0,000 

3. GEF 2,120 15,560 9,220 8,350 5,918 

4. Global Fund 31,169 27,683 18,641 159,103 45,959 

5. IFAD  0,000  0,000  0,400  0,000  0,000 

6. Isl.Dev Bank  0,000  0,000  0,000  0,000  0,450 

7. OFID  0,000  0,000  0,000  0,700  0,000 

8. UNAIDS  0,653  0,687 1,171  0,520  0,972 

9. UNDP 10,658 8,469 5,807 4,309 5,538 

10. UNFPA 4,331 5,030 5,379 5,612 6,266 

11. UNICEF 7,666 5,535 5,244 6,322 6,921 

C.  Non-DAC Countries, Total  0,000  0,000  0,000 2,509  0,460 

1. United Arab Emirates  0,000  0,000  0,000 2,509  0,460 

Analisis ketentuan..., Syarief Muhammad, FE UI, 2012



Lampiran 2
Ikhtisar Landasan Hukum yang Mengatur Hibah Pemerintah Indonesia

No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber
1. UU 17 Tahun 2003 - - -

Pendapatan negara terdiri atas:
- Penerimaan pajak
- Penerimaan bukan pajak
- Hibah

- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Belanja modal
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan sosial
- Belanja lain-lain

2. UU 1 Tahun 2004 - - Hibah berasal dari dalam negeri 
ataupun dari luar negeri

3. UU 32 Tahun 2004

- Pendapatan asli daerah
- Dana perimbangan
-

- Hibah
- Dana darurat
- Lain-lain pendapatan

Klasifikasi Hibah
APBN terdiri atas anggaran 
pendapatan, anggaran belanja 
dan pembiayaan

Rincian belanja negara menurut 
jenis belanja (sifat ekonomi) 
antara lain terdiri dari

Hibah merupakan bantuan berupa 
uang, barang, dan/atau jasa yang 
berasal dari pemerintah, 
masyarakat, dan badan usaha 
dalam negeri atau luar negeri

Hibah dapat berupa uang, barang, 
dan/atau jasa

Hibah berasal dari pemerintah, 
masyarakat, dan badan usaha 
dalam negeri atau luar negeri

Sumber pendapatan daerah 
terdiri atas

Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah

-
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No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber Klasifikasi Hibah
4. UU 33 Tahun 2004

- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Belanja modal
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan sosial

5. PP 10 Tahun 2011 Hibah adalah setiap penerimaan 
negara dalam bentuk devisa, devisa 
yang dirupiahkan, rupiah, barang, 
jasa dan/atau surat berharga yang 
diperoleh dari pemberi hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri

Hibah dalam bentuk devisa, devisa 
yang dirupiahkan, rupiah, barang, 
jasa dan/atau surat berharga 

Hibah diperoleh dari pemberi 
hibah yang merupakan pihak yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri yang memberikan hibah 
kepada pemerintah

6. PP 58 Tahun 2005 Hibah berupa uang, barang, 
dan/atau jasa 

- Pendapatan asli daerah
- Dana perimbangan
-

- Hibah
- Dana darurat
- Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah

Hibah adalah penerimaan daerah 
yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan, baik dalam 
bentuk devisa, rupiah maupun 
barang dan/atau jasa, termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang 
tidak perlu dibayar kembali

Hibah dalam bentuk devisa, rupiah 
maupun barang dan/atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan

Hibah berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan

Rincian belanja daerah menurut 
jenis belanja (sifat ekonomi) 
antara lain terdiri atas

Sumber pendapatan daerah 
terdiri atas

-

Hibah berasal dari pemerintah, 
masyarakat, dan badan usaha 
dalam negeri atau luar negeri 

Hibah merupakan bantuan berupa 
uang, barang, dan/atau jasa yang 
berasal dari pemerintah, 
masyarakat, dan badan usaha 
dalam negeri atau luar negeri yang 
tidak mengikat

APBD terdiri atas anggaran 
pendapatan, anggaran belanja 
dan anggaran pembiayaan
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No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber Klasifikasi Hibah

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan sosial

7. PP 57 Tahun 2005 Hibah adalah penerimaan daerah 
yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan baik dalam 
bentuk devisa, rupiah maupun 
barang dan/atau jasa termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang 
tidak perlu dibayar kembali

Hibah dalam bentuk devisa, rupiah 
maupun barang dan/atau jasa 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan

Hibah berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan 

8. PMK 151 Tahun 2011 Hibah adalah setiap penerimaan 
negara dalam bentuk devisa, devisa 
yang dirupiahkan, rupiah, barang, 
jasa dan/atau surat berharga yang 
diperoleh dari pemberi hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri

Hibah dalam bentuk devisa, devisa 
yang dirupiahkan, rupiah, barang, 
jasa dan/atau surat berharga 

Hibah diperoleh dari pemberi 
hibah yang merupakan pihak yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri yang memberikan hibah 
kepada pemerintah

Rincian belanja daerah menurut 
jenis belanja (sifat ekonomi) 
antara lain terdiri atas

-

-
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No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber Klasifikasi Hibah
9. PMK 230 Tahun 2011 Pendapatan hibah adalah hibah 

yang diterima oleh pemerintah 
pusat dalam bentuk uang, barang, 
jasa dan/atau surat berharga yang 
diperoleh dari pemberi hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali, yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri, yang atas pendapatan hibah 
tersebut, pemerintah mendapat 
manfaat secara langsung yang 
digunakan untuk mendukung tugas 
dan fungsi K/L atau diteruskan 
kepada pemerintah daerah, badan 
usaha milik negara dan badan 
usaha milik daerah

Hibah dalam bentuk uang, barang, 
jasa dan/atau surat berharga 

Hibah diperoleh dari pemberi 
hibah yang merupakan pihak yang 
berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri yang memberikan hibah 
kepada pemerintah pusat

Belanja hibah adalah setiap 
pengeluaran pemerintah pusat 
dalam bentuk uang, barang, jasa 
dan/atau surat berharga kepada 
pemerintah daerah, pemerintah 
lainnya atau perusahaan daerah, 
yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengikat, 
serta tidak secara terus menerus

-
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No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber Klasifikasi Hibah
10. PMK 168 Tahun 2008 Hibah adalah pemberian sukarela 

dengan pengalihan hak atas 
sesuatu

Hibah dapat berbentuk uang, 
barang dan/atau jasa

Hibah dapat bersumber dari 
pemerintah negara asing, 
badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional 
dan/atau donor lainnya

Hibah daerah adalah bantuan dari 
pemerintah atau pihak lain kepada 
pemerintah daerah atau sebaliknya 
yang tidak perlu dibayar kembali

Hibah luar negeri adalah setiap 
penerimaan negara baik dalam 
bentuk barang dan/atau jasa yang 
diperoleh dari pemberi hibah luar 
negeri yang tidak perlu dibayar 
kembali

11. PMK 52 Tahun 2006 Hibah adalah penerimaan daerah 
yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan baik dalam 
bentuk devisa, rupiah maupun 
barang dan/atau jasa, termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang 
tidak perlu dibayar kembali

Hibah berbentuk uang, barang 
dan/atau jasa

Hibah berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan 

-

Hibah daerah meliputi hibah 
kepada pemerintah daerah yang 
dapat bersumber dari pemerintah, 
pemerintah daerah lain, 
badan/lembaga/organisasi swasta 
dalam negeri dan/atau kelompok 
masyarakat/perorangan dalam 
negeri serta hibah dari pemerintah 
yang dapat bersumber dari 
pendapatan APBN, pinjaman luar 
negeri dan/atau hibah luar negeri.
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No. Peraturan Definisi Bentuk Sumber Klasifikasi Hibah
12. PMDN 13 Tahun 2006 Hibah adalah penerimaan daerah 

yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan, baik dalam 
bentuk devisa, rupiah maupun 
barang dan/atau jasa, termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang 
tidak perlu dibayar kembali

Hibah dalam bentuk devisa, rupiah 
maupun barang dan/atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan 

Hibah berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam 
negeri atau perorangan

-
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